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KATA PENGANTAR

Saat ini pelayanan publik telah menjadi isu yang semakin strategis
karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang
luas dalam ekonomi dan politik. Menyimak uraian penulis dalam buku ini
mengenai keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui
jaringan informasi en-line, tampak bahwa pelayanan publik perlu terus
dikembangkan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi
pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara
tepat, akurat, dan aman.

Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan dapat
memperbaiki citra pemerintah dalam pandangan masyarakat karena
dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan
kepercayaan masyarakat dapat dibangun dan pemerintah dapat
meningkatkan legitimasi yang kuat di mata publik. Kondisi
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan, antara lain yang menyangkut
pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, belum seperti
harapan masyarakat. Banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat, baik
disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun
melalui surat pembaca pada berbagai media massa menunjukkan kondisi
tersebut. Pada pihak lain masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani
belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
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Buku ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat atau
pembaca yang ingin menambah wawasan keilmuan mengenai kinerja
pelayanan publik. Saya menyambut baik kehadiran buku ini. Semoga
menjadi sumbangan berharga untuk kepustakaan perguruan tinggi yang
mengkaji manajemen, administrasi, dan kebijakan publik yang
berhubungan dengan mata kuliah pelayanan publik.

Prof. Dr. H. Boedi Abdullah
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PENGANTAR PENULIS

Dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya peran pelayan publik di
satu sisi dan banyaknya persoalan yang melilit mereka di sisi lain, isu
mengenai kinerja aparat pelayanan publik menjadi salah satu isu penting
dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk untuk
konteks Indonesia kontemporer. Kinerja pelayanan publik sering
dipertukarkan dengan pengukuran kinerja pemerintah. Hal ini tidak terlalu
mengherankan karena pada dasarnya pelayanan publik menjadi tanggung
jawab pemerintah.

Fenomena pelayanan birokrasi pemerintah tampaknya tidak banyak
mengalami perubahan secara signifikan. Beberapa perilaku aparat
birokrasi masih menunjukkén rendahnya akuntabilitas, responsivitas, dan
efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ide reformasi yang
menginginkan agar birokrasi lebih bersifat transparan, terbuka, dan jujur
masih jauh dari harapan. Dalam kultur kekuasaan pun masih melembaga
kultur feodal, terkait dengan masih lemahnya kontrol masyarakat terhadap
praktik-praktik tersebut.

Salah satu persoalannya yang mendasar pada reputasi pelayanan
birokrasi publik seakan-akan berjalan sendiri tanpa dibantu dengan
paradigma lain yang saling mendukung. Padahal, membangun paradigma
konstruksi sosial pelayaan publik bukan sekadar mengkritisi reputasi
manajemen, melainkan lebih dari membantu manajemen secara luas
sehingga ddpat menjalankan fungsinya sebagaimana diharapkan.
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Atas dasar fenomena itulah, pelayanan perlu mengembangkan
paradigma teori kritis untuk mengkritisi sendiri paradigma yang
dikembangkan sebagai bagian untuk mengkritisi diri (autocritisme),
mengasah dan memperjelaskan teori yang dibangun serta memberi
masukan terhadap berbagai perspektif yang dibangun pada kemudian
hari, tidak lain membangun kineja pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, buku Membangun Kinerja Pelayanan Publik
ini, untuk mendalami pengetahuan tentang hakikat kinerja serta konsep
dalam membangun kinerja pelayan publik, pengaruh sosial dalam
kelompok, komunikasi dalam kelompok, ranah baru dalam kinerja pelayan
publik yang harus mendapat porsi perhatian untuk dibangun dan
dikembangkan untuk ekspansi ke depan untuk memberikan masukan
dan pertimbangan kepada siapa pun yang bergerak dalam disiplin ilmu
ini.

Berdasarkan hal tersebut, penyajian buku ini diawali dari landasan
filosofis, konsep, dan aplikasi pelayan, berturut-turut membahas konsep
pelayan publik, konsep kinerja pelayanan publik, konsep membangun
kinerja pelayanan publik, konsep manajemen kinerja pelayanan publik,
perencanaan, tata laksana, monitoring evaluasi, pelaporan kinerja
pelayanan publik. Pada bagian akhir diberikan gambaran model pelayanan
prima dalam pelayanan publik, dan sebagai penutup diberikan gambaran
model peningkatan kualitas kinerja pelayan publik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya
mahasiswa pengguna buku ini.

Dr. H. Zaenal Mukarom, M.5i.

Muhibudin Wijaya Laksana, 5.50s., M.5i.
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Atas dasar fenomena itulah, pelayanan perlu mengembangkan
paradigma teori kritis untuk mengkritisi sendiri paradigma yang
dikembangkan sebagai bagian untuk mengkritisi diri (autocritisme),

~ mengasah dan memperjelaskan teori yang dibangun serta memberi
masukan terhadap berbagai perspektif yang dibangun pada kemudian
hari, tidak lain membangun kineja pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, buku Membangun Kinerja Pelayanan Publik
ini, untuk mendalami pengetahuan tentang hakikat kinerja serta konsep
dalam membangun kinerja pelayan publik, pengaruh sosial dalam
kelompok, komunikasi dalam kelompok, ranah baru dalam kinerja pelayan
publik yang harus mendapat porsi perhatian untuk dibangun dan
dikembangkan untuk ekspansi ke depan untuk memberikan masukan

dan pertimbangan kepada siapa pun yang bergerak dalam disiplin ilmu
ini.

Berdasarkan hal tersebut, penyajian buku ini diawali dari landasan
filosofis, konsep, dan aplikasi pelayan, berturut-turut membahas kaonsep
pelayan publik, konsep kinerja pelayanan publik, konsep membangun
kinerja pelayanan publik, konsep manajemen kinerja pelayanan publik,
perencanaan, tata laksana, monitoring evaluasi, pelaporan kinerja
pelayanan publik. Pada bagian akhir diberlkan gambaran model pelayanan
prima dalam pelayanan publik, dan sebagai penutup diberikan gambaran
model peningkatan kualitas kinerja pelayan publik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya
mahasiswa pengguna buku ini.

Dr. H. Zaenal Mukarom, M.S1.

Muhibudin Wijaya Laksana, $.50s., M.Si.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat, daerah, maupun
fingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk
pelayanan barang publik ataupun pelayanan jasa. :

Saat ini, masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi
peiayanan publiik. Oleh sebab itu, substansi administrasi sangat berperan
dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan
dalam mencapai tujuan. '

A. Konsepsi Filosofi dan Aplikasi Pelayanan

1. KonsepsiFilosofi Pelayanan

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersth dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan tugas dan
fungsinya secara profesional, produktif, transparan, dan bebas dari KKN.
Salah satu tugas dan fungsi aparatur negara mencakup pelayanan publik.
Dalam menghadapi era global yang penuh tantangan dan peluang,
aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan.
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Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan, antara lain menyangkut
pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk. Akan tetapi,
pelayanan tersebut belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat, baik
disampaikan secara langsung kepada Pimpinan Unit Pelayanan maupun
surat pembaca pada berbagai media massa. Pada pihak lain, masyarakat
sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif
untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan pelayanan
publik ‘melalui pembenahan yang menyeluruh meliputi aspek
kelembagaan, kepegawaian (SDM), tata laksana, akuntabilitas sehingga
diharapkan dapat menghasitkan pelayanan publik yang prima, yaitu
pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel.

2. Pengertian Pelayanan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1995), istilah pelayanan berasal dari
kata “layan” yang artinya membantu menyiapkan atau mengurus segala
apa yang diperlukan orang lain untuk perbuatan melayani. Adapun dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelayanan diartikan sebagai perihal
cara melayani, servis jasa, dan kemudahan yang diberikan sehubungan
dengan jual beli barang/jasa.’ '

Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan dapat
didefinisikan sebagai kualitas pelayanan birokrat kepada masyarakat.
Sianipar (1998) mengemukakan pengertian pelayanan sebagai berikut:

a.  cara melayani, menyiapkan atau menjamin keperluan 5eseorang atau
kelompok orang;

b. meladeni atau membantu mengurus keperluan atau kébutuhan
seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampalan atau
penyerahannya.

1) gﬁ%ﬂmm Depdikbud, Kmmus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm.

2)  Siaripar .P.G. Manajencn Pelayanan Masyarakat, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
1998, him. 4, ’
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Menurut The Liang Gie {1997), pelayanan mencakup pelayanan bagi
masyarakat atau kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk
mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat.?

Secara terperinci, pelayanan sebagaimana dikemukakan oleh Gronroos
{Ratminto dan Atik, 2004), yaitu: :

“.Aktivitas atau serangkaian aktivitas yang betsifat tidak kasat mata
(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara
konsumen dengan karyawan atau hal-hal tain yang disediakan oleh
perusahaan pemberi pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan
permasalahan konsumen atau pelanggan.

Dalam bahasa inggris istilah pelayanan adalah” service”. Pelayanan pada
hakikatnya adalah serangkaian kegiatan. Oleh karena itu, proses pelayanan
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan
dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara
penerima dan pemberi pelayanan. A.S. Moenir (2002} mendefinisikan
pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oieh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan tertentu yang tingkat pemuasannya
hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, bergantung
pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.’

Selanjutnya, A.S. Moenir A. (2002: 16) menyatakan bahwa proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang-lain inilah yang dinamakan
pelayanan. Dengan kata lain, pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan
untuk membantu menyiapkan atau mengurus segala hal yang diperlukan
orang fain.®

Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan
adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima
dan pembeti pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi
atau lembaga perusahaan.

3) The Liang Gie. Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty, 1997, him. 23.

4) Rabminto dan Atik Septi Winarsih, Mangjemen Penierintahan [indonesia, Jakarta: Djambatan,
2004, him. 3.

5)  AS. Moenir, Manajemen Pelayman Umn di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm.16.

6) Op. Cit, hilmn. 17.
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Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, MEengurus,
menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang.
Objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri atas individu, golongan
dan organ|5a5| (sekelompok orgamsasn)

3. TatalaksanaPelayanan

Keputusan Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan adalah:

a. Segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka

upaya pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Kegiatan pelayanan dalam suatu organisasi memiliki peran penting

dan strategi, terutama bagi organisasi yang berorientasi pada
pelayanan jasa.

4. AsasdanPokok-pokok Kinerja Pelayanan Umum

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas
pelayanan. Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2004 yahg menyatakan
asas-asas pelayanan sebagai berikut.?

a.  Transparansi; Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleH semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti;

b.  Akuntabilitas; Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢ Kondisional; Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada efisiensi dan
efektifitas;

7)  Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur N
egara Nomor §1 Tahun 199
tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan. ? B ahin 159

8)  Kep. Menpan Nomoz 63 Tahun 2004 tentang Hakikat Pelayanan Publik.

16  MEMBANGUN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

d. Partisipatif; Mendorong peran serta masyarakat dalam pen«l

yelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat;

e. Kesamaan hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,

ras, agama, gender, dan status ekonomi;

f  Keseimbangan hak dan kewajiban; Pemberi dan penerima pelayanan

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah sebagai milik publik perlu
memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan prima karena hal
tersebut merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

5. PoladanSyaratPelayanan Umum

Bagi institusi pemerintah, pelayanan publik pada prinsipnya mengacu
pada pola pelayanan umum yang sama. Pola pelayanan tersebut adalah
Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut tercantum bahwa:

“ Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”®

Adapun syarat pelayan umum sebagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 81
Tahun 1993 adalah sebagai berikut:'

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan harus
jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;

b. Penggunaan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan
kondisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas; ‘

9)  Surat Keputusan Mentari Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993, 81/
1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

10) Ibid.
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harus dieliminasi dengan menempatkan butir-butir penilaian substantif
yang berkaitan dengan kontribusi seseorang terhadap proses -
penyelenggaraan pelayanan publik.
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BAB 2

KONSEP DASAR
PELAYANAN PUBLIK

A. Mendekat dengan Publik

1. Pengertian Publik

Hampir setiap hari kita mendengar kata publik dari berbagai media
massa, seperti televisi, radio, surat kabar (koran), tabloid, dan majalah. Kata
publik sebenarnya identik dengan masyarakat. Publik adalah "kumpulan”
orang yang memiliki minat dan kepentingan yang sama terhadap suatu
isu atau masalah. Publik berbeda dengan kerumunan (crowd). Publik bisa
berada di mana pun, sedangkan crowd biasanya berada di suatu tempat,
terkonsentrasi, berkumpul/berkerumun. Crowd dapat ditemukan di
jalanan, misalnya sekelompok orang yang berkumpul, bergeromboi,
melihat-lihat suatu kejadian. Publik bersifat lebih rasional, sedangkan
kerumunan lebih bersifat emosional. Menurut Ogburn dan Nimkoff, publik
ditandai oleh adanya suatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh
sekelompok orang dan memunculkan opini mengenai isu tersebut. Publik
menganggap isu tersebut penting atau kontroversial sehingga terjadi
proses diskusi.’ ‘

Mayor Polak mendefinisikan publik (khalayak ramai) sebagai sejumiah
orang yang mempunyai minat sama terhadap suatu persoalan tertentu.
Sekalipun demikian, orang-orang yang mempunyai minat yang sama tidak

1) Zulkamaen Nasution. Komunikasi Politik Suatu Pengantar, Jakarta: Yudhistira, 1990, Rlm.
vy ! ,
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bejrarti mempunyai pendapat yang sama.? Dengan demikian, publik adalah
sejumlah orang yang berminat dan merasa tertarik terhadap suatu masalah

dan berhasrat mencari jalan keluar de i ;
' ngan m A ti
konkret, gan mewujudkan tindakan yang

Menurut Soekamto, publik adalah kelompok yang bukan merupakan
kesatua?n, tetapi melakukan interaksi secara tidak langsung melalui media
komunikasi, baik media komunikasi secara umum {misalnya pembicaraan
secara pribadi, desas-desus) maupun media komunikasi massa {misainya
surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya). Bogadus mengatakan bahwya
publik adalah sejumiah besar orang yang tidak saling mengenal, tetapi
mempunyai perhatian dan minat yang sama terhadap suatu ma\sa;ah.3

Herbert Blumer mengemukakan ciri-ciri publik sebagai berikut:
dikonfrontasikan atau dihadapkan pada suatu isu;

b. terlibat dalam diskusi mengenai isu tersebut;

¢.  memiliki perbedaan pendapat tentang cara mengatu} isu.t
Adapun Moore (1981) berpendapat bahwa publik adalah sekelompok

orahng yang me.miliki kepentingan yang sama dan memiliki pendapat
terhadap suatu isu yang menimbulkan pertentangan atau kontroversial.’

Menurut Yulianita (1996}, pengertian publik dapat ditinjau dari

a. Pengertian Publik Secara Kuantitatif

.Secara kuantitatif, publik ditandai dengan besarnya jumlah suatu
publik. Sekalipun demikian, dua orang yang mempunyai minat yang sama
mfengenai suatu masalah sosial juga dapat dikategorikan sebagai publik
Misalnya, dua orang yang menolak suaty kebijakan pemerintah. .

2)  Sunatjo Djunasih, Opini Publik, Yogyekarta: Liberty, 1984, him, 32.

3)  Sumarno, Pendapat 4 iffi i
oy apat Umaon dalam Sistews Politik, Bandung: Citza Aditya Bakt, 1990, him.

4)  Sastropoetro, Komunikasi Sosial, Bandung: Remaja, 1990, hlm. 108

Z) H. F‘razie.r Moore, Hubungan Masyarakat, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1981, him. 29
) Neni Yulianita, Desar-dasar Public Refations, Bandung: Alqaprint, 1999 }’ﬂm. 21-4 o
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b. Pengertian Publik Secara Geografis

Dalam pengertian geografis, publik adalah sejumlah orang yang
perkumpul bersama-sama di suatu tempat. Publik ini ditandai dengan
adanya wilayah tempat tinggal dan adanya minat yang sama mengenai
suatu permasalahan. Misalnya, publik yang terdiri atas warga dan pedagang
di Bali memiliki kesamaan minat terhadap kasus peledakan bom di Bali;
publik di Bandung memiliki keinginan untuk mengikuti proses pencalonan
dan pemilihan Gubernur Jawa Barat, dan sebagainya,

¢. Pengertian Publik Secara Psikologis

Secara psikologis, publik adalah orang-orang yang menaruh perhatian
yang sama terhadap masalah yang sama, tanpa memiliki sangkut paut
dengan tempat mereka berada. Dengan demikian, walaupun secara fisik
tidak terlihat menyatu dalam sebuah kelompok, secara psikologis mereka
disatukan dengan kepentingan yang sama. Sebagai contoh adalah orang-
orang Indanesia, Mélaysia, Afghanistan, Palestina, dan di belahan dunia
lainnya yang menaruh perhatian dan mengikuti peristiwa agresi Amerika
ke Irak. Mereka disatukan oleh kesamaan perhatian meskipun tempat

mereka berbeda.

d. Pengertian Publik Secara Sosiologis

Secara sosiologis, publik ditandai dengan adanya kelompok individu
yang mempunyai minat/keinginan yang sama, berkehendak untuk
memecahkan masalah secara bersama-sama, serta mencapai tujuan secara '
bersama pula. Misalnya, publik yang menginginkan kasus pencarian harta
karun di Bogor oleh Menteri Agama Said Agil Al-Munawar diselesaikan di
pengadilan secara tuntas. Menurut mereka, pencarian harta itu telah
merusak situs sejarah di Bogor dan hal itu melanggar hukum. Mereka
membicarakan masalah itu bersama-sama untuk mencapati tujuan yang
sama, yakni keadilan dan kepastian hukum.
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2. Pengertian Massa, Kerumunan, Kelompok, dan Organisasi

a. Massa

Secara umum, massa adalah orang yang tidak saling mengenal‘

berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat,
dan tidak individualistis.

Massa memiliki kesadaran diri yang rendah, tidak dapat bergerak
dengan terorganisasi, tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi
digerakkan "dalang" yang berfungsi memanipulasi mereka.

b. Kerumunan

Kerumunan adalah individu-individu yang bergabung atau
menghimpunkan diri untuk mengerubungi sesuatu, Kerumunan lebih
mudah dihasut dan digerakkan daripada massa dan publik. Objek perhatian
kerumunan adalah kejadian yang sedang terjadi. Kerumunan sering
menggunakan cara-cara yang emosional dan tidak rasional. Kerumunan
sulit dikontrol karena kesadaran mereka yang tinggi hanya bersifat
sementara. Selain itu, kerumunan tidak berstruktur sehingga sulit untuk
mendapatkan bentuk kerumunan yang sama seperti bentuk sebelumnya,

¢. HKelompok

Kelompok adalah kumpulan manusia dalam lapisan masyarakat yang
mempunyati ciri atau atribut yang sama. Karena memiliki persamaan,
kelompok mempunyai tingkat hasut yang tinggi. Kelompok mempunyai
tujuan yang lebih transparan dibandingkan dengan massa, publik, dan
kerumunan, sehingga kelompok lebih mudah dikontrol karena mereka

memiliki kesadaran yang tinggi dan tiap-~ tiap anggota menyadari
keanggotaannya.

Menurut Rakhmat (1997), kelompok adalah sekumpulan orang yang

mempunyai tujuan dan ikatan yang mempersatukan mereka. Kelompok
mempunyai dua tanda psikologis, yaitu: (1) anggota kelompok merasa
terikat dengan kelompok dalam sense of belonging (rasa memiliki) yang
tidak ada pada selain anggota kelompok; (2) adanya ketergantungan
antaranggota kelompok sehingga setiap orang terkait dalam cara tertentu
dengan hasil yang lain.?

7y ﬁﬁluld:m Rakhmat, Metode Penelitian Koutienikasi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997,
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d. Organisasi

Secara umum organisasi dapat dlarttkan sebagai bentuk formal
sekelompok manusia dengan tujuan individual masing-masing yang
bekerja sama dalam satu proses tertentu untuk mencapati tujuan bersama.

B. Mengapa Harus Pelayanan Publik?

Pertanyaan yang paling mendasar adalah, mengapa reformasi
pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun good
governance? Mengapa bukan aspek kegiatan pemerintahan yang lain?
Bukankah masih banyak persoalan lain yang dihadapi pemerintah yang
juga sangat mendesak untuk ditangani? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat
penting untuk dijawab agar pilihan membangun praktik penyelenggaraan
pelayanan melalui reformasi pelayanan publik benar-benar diyakini dapat
membawa pemerintah Indonesia menuju pada praktik good governance.

Masyarakat sudah lama menunggu dan semakin tidak sabar menunggu
lahirnya good governance. Tidak mungkin melakukan semua tindakan yang
diperlukan dalam waktu yang bersamaan untuk mengembangkan good
governarice karena waktu, tenaga, anggaran, dan sumber daya lainnya yang
dimiliki pemerintah dan masyarakat terbatas. Namun, bagaimanapun,
langkah yang nyata harus segera diambil oleh pemerintah.

Untuk itu, pembenahan birokrasi pemerintah dapat menjadi langkah
awal yang strategis. Dengan memberikan prioritas pada pembenahan
birokrasi pemerintah, dampaknya terhadap percepatan terwujudnya good
governance sangat besar. Bahkan, lebih konkret lagi, jika perbaikan praktik
penyelenggaraan pelayanan publik menjadi agenda awal dari reformasi
birokrasi. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menjadi core business
dari birokrasi pemerintah.

Dengan berhasiinya pemerintah memperbaiki penyelenggaraan
publik sehingga menjadi efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel
pemerintah tidak hanya dapat memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga
membangun good governance. '

Mengutip pendapat Dwiyanto {2005}, beberapa pertimbangari
mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai
pengembangan good governance di indonesia, yaitu sebagai berikut.?

8) Loc. Cit, Dwiyanto, Mengapa ....., hlm. 25.
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BAB 3

KONSEP DASAR KINERJA
PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja pelayanan publik sering dipertukarkan dengan
pengukuran kinerja pemnerintah. Hal ini tidak mengherankan karena pada
dasarnya pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan
demikian, ukuran kinerja pemerintah dapat dilihat dari kmerjanya dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.

Pemerintah bukan hanya sebagai abdi negara, melainkan juga sebagai
abdi masyarakat yang mengayomi dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

A. Dasar-dasar Kinerja Pelayanan Publik

1. Pengertian Kinerja

Secara sederhana, kinerja adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan
kerja. Istilah kinerja berasal dari kata "performance”, sedangkan pengukuran
kinerja disebut dengan "performance measurement”. Bermardin dan Russel
dalam Gomes {1999} mendefinisikan kinerja (performance) sebagai "...
catatan hasil {(outcomes) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau
kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu.’

1) Cordosa Faustino Gomes, t.t, Manajemen Sumber Daya Mannsia, Yogyakarta: Andi Off-
set, hlm. 146. ]
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a.

Berbagai definisi kinetja yang dikemukakan para ahli adalah sebagai
berikut.

Menurut Murphy dan Cleveland (1995), kinerja-adalah kualitas perilaku
yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan.?

Ndraha (1997) menyatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari
hubungan kerakyatan antara masyarakat dan pemerintah.?

Widodo (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu
kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya
dengan hasil seperti yang diharapkan.*

Gibson (1990} menyatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh
kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.

Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi
antara kemampuan dan motivasi.

Timpe (1998) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja, yang
ditentukan oleh faktor fingkungan dan perilaku manajemen. Hasil
penelitian Timpe menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang
menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja
pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial

organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap
atasan dan sebaliknya.®

Mangkunegara (2002) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.’ '

2
3)
4)
5)
6)

7)
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Kevin R Murlph}f, and Jeanette N. Cleaveoland, Understanding Performance Appraisni:

ﬁx;;:al, Organizational and Goal-Based Perspectives, California: Sage Publications, 1995,
. 113.

Taliziduhu Ndraha, Budnya Organisasi, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, him, 112.

{1(])11;:3 Widodo, Mewnbangin Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedai Publishing,, 2006,
.78

g‘ai:les L. Gibson, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (jilid I1). Jakarta: Erlangga., 1990,
. 40.

A. Dale, Timpe, The Art and Science of Business Manageinent Performance, New York: KEND
Publishimh. Inc, 1988, him. 9. * o S

- Anwar Prabu Mangkunegara, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Jakarta: Refika Aditama, 2002, him. 67.
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2.

a.

Prawirosentono (1999) mengatakan bahwa kinerja adalah hasii kerja
yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secara legal dan sesuai dengan moral dan etika.®
Sinambela dkk. {2006} mendefinisikan kinerja pegawai sebagai
kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian
tertentu.?

Stephen Robbins (1989) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil
evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai
dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.’
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1999)
merumuskan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam
'fnewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja
Srang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan pada acuan kinerja
suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi
suatu organisasi, yaitu dengan misi dan visi lain yang ingin dicapai
selanjutnya.™

Bentuk Kinerja Pelayénan Publik
Bentuk layanan, menurut H.A.S. Moenir, adalah sebagai berikut.”?

Layanan dengan lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang

hubungan masyarakat, yaﬁg bertugas memberikan penjelasan kepada
pihak-pihak yang memerlukan pelayanan tersebut.

8)

9}
10)
11)

12)

Suryadi Prawirosentono, Manajemen Stmber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karymwan,
Kiat Mennju Organisasi Kompetitif dalam Perdagangdh Bebas Dunin, Yogyakarta: BFFE,
1999, hlm. 2.

Lijan Poltak Sinambela, dkk, Reformssi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakas, dayn Impelementasi,
Jakarta: Bumi Aksara, 2006. hlm. 136,

Stephen P. Robbins, Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikesi, Jakarta: Arcan, 1989,
hlm. 439.

Anonimus, LAN-R], Pedoman Penynsunan Laporan Akuntabilitas Kinerjn Instansi Pemerintah,
Jakarta: LAN-RL, 1999, him. 3.

Loc. Cit, A.AS Moenir, Menajemen....., hlm. 190.
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b. layananmelaluitulisan

Layanan melalui tulisan memiliki peran penting dalam pelaksanaan
tugas, baik dari segi jumlah maupun peranannya. Layanan dalam bentuk
tulisan dapat memuaskan pihak jika dilakukan dengan cepat, baik dalam
mengolah masalah maupun dalam bentuk proses penyelesaiannya.
Layanan melalui tulisan dibagi menjadi sebagai berikut.

1} Layanan berupa petunjuk, informasi, dan sejenisnya yang ditujukan
pada siapa pun dengan tujuan memudahkan mereka dalam berurusan
dengan instansi atau lembaga.

2) Layanan berupa permohonan, laporan, keluhan, pemberian atau
penyerahan, pemberitahuan, dan sebagainya.

3) Layanan dalam bentuk perbuatan. Sebagian besar layanan dalam
bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas tingkat menengah dan ke
bawah sehingga faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut
sangat menentukan keberhasilan dalam perbuatan dan pekerjaan.

B. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

Pengukuran kinerja pelayanan publik pada dasarnya digunakan
sebagai penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan,
program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan
pencapaian indikator kerja. Dengan kata lain, pengukurah kinerja adalah
metode untuk menilai kemajuan/hasil yang telah dicapai untuk
dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.”

Menurut Gary Dessler (2000), penilaian kinerja adalah upaya sistematis
untuk membandingkan hasil yang dicapai seseorang dibandingkan dengan
standar yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja seseorang
agar bisa di atas rata-rata," Dalam birokrasi, pelayanan kinerja berarti

13) Anonimus, LAN-RI, Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabili fneryi 1 i
3 ’ tfabilik 7
Jakarta: LAN-R, 1999, him. 5. Y P tlitas Kinerja Instansi Pesmeristal,

14) Harbgni Pasolong, Teori Administrasi Pubik, Bandung: Alfabeta, 2008, him. 206.
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evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan
tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

1. Indikator Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI {1999) adalah ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan
indikator masukan (input}, keluaran {output), hasil (outcome), manfaat
(benefit), dan dampak (impact).”

Berdasarkan review literature, beberapa indikator penyusun kinerja
adalah sebagai berikut. :

a. Rumusan McDonald dan Lawton

Indikator pengukuran kenerja yang dirumuskan McDonald dan Lawton
(1977) berorientasi pada output oriented measures throughput, yaitu:'®
1) efficiency atau efisiensi adalah keadaan yang menunjukkan tercapainya

perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu

penyelenggaraan pelayanan publik;

2)  effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan, baik dalam target, sasaran jangka panjang, maupun misi
organisasi.

b. SalimdanWoodward

Salim dan Woodward (1992) merumuskan berikut:”
1) economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya yang
sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik;
2) efficiency atau efisiensi adalah keadaan yang menunjukkan tercapainya
perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu -
penyelenggaraan pelayanan publik;

15) Lec. Cit., Anonimus, LAN-RI., Pedoman...., him. 7.

16) Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2005, hilm. 74. :

17) Op. Cit, him. 78.
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BAB 4

MEMBANGUN ETIKA KINERJA
PELAYANAN PUBLIK

A. Kondisi dan Masalah Pelayanan Publik

1. KondisiPelayanan Publik

Dwiyanto dkk. (2002) dalam penelitiannya tentang pelayanan publik,
yang salah satunya tentang aspek etika pelayanan publik, menyimpulkan
hasil penelitiannya sebagai berikut.!

a. Penyelenggaraan pelayanan -publik melibatkan dua pihak yang
-berhadapan dan saling berbeda kepentingan, yaitu:

1)  pihak aparat sebagai pemberi layanan yang berhadapan dengan
masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, yang keduanya
memiliki perbedaan kepentingan yang mencolok;

2)  etika pelayanan, masyarakat pengguna jasa mengharapkan etika
birokrasi sebagai bentuk sikap tanggap dari aparat birokrasi
terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa. Kepentingan
masyarakat harus ditempatkan sebagai tujuan utama, melalui
prinsip pelayanan tersebut diharapkan tidak terjadi diskriminasi.

Jika kondisi demikian dapat diciptakan, etika pelayanan publik sesuai
dengan misi aparat birokrasi dan tuntutan masyarakat sebagai pengguria
jasa.

1) Dwiyanto Agus dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesie, Yogyakarta: PSKK-UGM,
2002, him. 151-52.

‘MEMBANGUN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 71~



2, Penyebab Lemahnya Penerapan Etika Pelayanan Publik
Pelayanan

Faktor penyebab lemahnya penerapan etika dalam pelayanan publik
dipengaruhi beberapa faktor berikut.2

a. Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang berfungsi sebagai antisipasi terhadap
adanya tindakan-tindakan penyimpangan dalam penegakan etika
pelayanan dinilai belum berjalan dengan baik dalam arti pengawasannya
lemah. Hal ini terjadi disebabkan beberapa alasan berikut.

1) Pengawasan yang dilakukan atasan terhadap bawahan bersifat
monaton, hanya dilakukan pada saat apel, bukan pada saat jam-jam
pelayanan. Sebaliknya, saran dan kritik yang dilakukan bawahan

terhadap atasan hanya ditampung, tetapi tidak. ditindakfanjuti oleh
atasan.

2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap organisasi

tersebut tidak mendapat respons dari pihak-pihak yang berkompeten

. dalam organisasi sehingga tidak ada umpan balik dalam mengevaluasi
program selanjutnya.

3) Pengawasan yang melibatkan masyarakat secara tangsung sebagai

kekuatan bagi mekanisme check and balances dalam proses
penyelenggaraan negara menjadi sia-sia.

b. Konsistensi Aparat Birokrasi

Aparat belum memiliki konsistensi dalam penerapan etika pelayanan
publik. Artinya, kesadaran aparat birokrasi dalam penegakan etika
pelayanan publik masih lemah. Hal ini terjadi disebabkan hal-hal berikut.

1) Ketetapan aparat dalam bertindak yang sesuai aturan dengan
pefayanan secara faktual terdapat kesenjangan.
2) Rendahnya rasa memiliki terhadap organisasi di tempat mereka

bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak dilaksanakan secara
sungguh-sungguh berdasarkan hati nurani.

2)  Op. Cit, hlm. 153.
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¢. Komunikasi

Komunikasi tidak efektif karena komunikasi yang dilakukan oleh pihak
aparat dalam menyosialisasikan aturan melalui penyebaran brosur, media *,

cetak, dan penyuluhan langsung ke masyarakat tidak memberikan hasil

yang optimal. Ha! ini disebabkan oleh:

1) minimnya tenaga penyuluh yang dimiliki oleh instansi yang

~ bersangkutan;

2} luasnya jangkuan wilayah penyuluhan;

3) adanya sikap apatis masyarakat dalam merespons informasi yang
sebenarnya diperlukan.

B. Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika
Pelayanan Publik

1. Pelayanan Etika Birokrasi yang Profesional

Negara dalam upaya mencapai tujuannya pasti memerlukan perangkat
negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya. Pemerintah
pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat serta menciptakan kondisi agar
setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreativitasnya.?

Dalam paradigma "dikotomi politik dan administrasi” seperti
dikemukakan oleh Wilson {Widodo, 2001), pemerintah memiliki dua fungsi
berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan
{public policy making) atau pernyataan yang menjadi keinginan negara, dan
fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-
kebijakan tersebut.*

Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada
kekuasaan politik (pofitical master) dan pelaksana kebijakan politik tersebut

3)  Ryaas Rasyid, Desentralisasi dalam Menwnjang Pembangunan Daeralt dalom Pewnbangunan
Administrasi di Indonesia, Jakarta; Pustaka LP3ES, 1998, him. 139.

4)  Joko Widodo, Good Governance, Telach davi Dimensi Akuutabilitas dan Kontral Birokvasi pada
Era Desentralisnsi dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 245.
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termasuk dalam kekuasaan administrasi negara. Namun, karena
administrasi negara dalam menjalankan kebijakan politik memiliki
kewenangan secara umum disebut "discretionary power", yaitu keleluasaan
untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan
proyek, timbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana

menjamin bahwa kewenangan itu digunakan "secara baik dan bukan
sebaliknya?”,

Atas dasar inilah, etika diperlukan dalam administga"'é{ publik. Etika

dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus

dilakl.Jkan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan
sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat

, Eirok':asi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau
Uruk.

Etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002), digambarkan
sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas
pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan
kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang
benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Adapun pemahaman pelayanan publik yang disediakan oleh birokrasi
merupakan wujud dari fungsi aparat birokrasi sebagai abdi masyarakat
dan abdi negara. Widodo (2001) mengartikan pelayanan publik sebagai
pemberian layanan (melayani) kepertuan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang telah ditetapkan.®

2. Etika Pelayanan Publik

Etika, termasuk etika pelayanan publik mempunyai dua fungsi.
Pertama, pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi
puPIik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya
baik dan tidak tercela. Kedua, standar penilaian mengenai sifat, perilaku
dan tindakan birokrasi publik yang dinilai baik dan terpuji. .

5)  Lec. Cit, Dwiyanto R ‘g . _— i
UGM, 2002, }t’:l‘:‘ 1?88.1’5 dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: PSKK-

6) Lec. Cit, Widodo, Good ..., him, 269.
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Leys berpendapat bahwa seorang administrator pelayanan publik
dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standar-standar
yang digunakan dalam pembuatan keputusan serta tidak mendasarkan
keputusannya hanya pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada.
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa: "standar-standar yang digunakan
sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-
nilai dasar dari masyarakat yang dilayani”. Menurut Golembiewski, standar
etika tersebut mungkin berubah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu,
administrator harus mampu memahami perkembangan standar-standar
perilaku tersebut dan bertindak sesuai dengan standar tersebut.’

3. Konsep Etika Pelayanan Publik

Beberapa konsep etika pelayanan publik dapat disimak dari
pendapat-pendapat berikut.

a. Etika pelayanan' publik adalah cara dalam melayani publik dengan
menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan
hukum atau norma-norma yang mengatur tingkahlaku manusia yang
dianggap baik.?

b. Menurut Dwiyanto (2002: 188), etika birokrasi merupakan panduan
norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada
masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik
di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus
diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang mengutamakan
kepentingan masyarakat luas.’

<. FEtika administrasi negara merupakan wujud kontrol terhadap
administrasi negara dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan
kewenangannya. Jikaadministrasi negara menginginkan sikap, tindakan,
dan perilakunya dikatakan baik, dalam menjalankan tugas pokok,
fungsi, dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika
administrasi negara.'

7)  Yeremias T. Keban, Pestganiar Administrasi Publik, Yogyakarta: Program MAP UGM,
1994, hlm. 51,

8) Wahyudi Kumorotomo, Etike Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 1996, hlm. 7.

9)  Loc. Cit, Dwiyanto dkk, Reformasi..., him. 188.

10) Op. Cit, him. 241,
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BAB S

MANAJEMEN PENGEMBANGAN
. KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah yang paling
kasat mata karena masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah
berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima. Selain itu, kualitas
layanan publik merupakan kepentingan banyak orang dan dampaknya
langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan.

Masyarakat merupakan pelanggan dari pelayanan publik, memiliki
kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang
profesional, sedangkan pemerintah mempunyai tanggung jawab,
kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal. Untuk itu,
diperlukan perhatian semua pihak mulai dari pemerintah sebagai
pembuat regulasi, aparatur negara sebagai pelaksana, dan masyarakat
sebagai pengawas jalannya pelayanan publik sesuai dengan yang
diamanatkan oleh Undang-Undang.

A. Kohsepsi Dasar Manajemen Pengembangan
Pelayanan Publik

1. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia (SDM})
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.'

1) M. Manullang dan Sragian L.D., Ilmu Ekonomi I, Medan: Sinar Harapan, 1971, hlm. 17.
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Gibson dkk. mendefinisikan manajemen sebagai proses yang
dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai
aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila
satu individu bertindak sendiri

Kedua definisi tersebut tampak berbeda, tetapi prinsipnya sama. Yang
dimaksud dengan "proses” oleh Gibson dkk. adalah penerapan "ilmu dan
seni” seperti yang dimaksud oleh Manullang, sedangkan "peng-
organisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan” oleh Gibson dkk.
disebut mengoordinasikan berbagai aktivitas lain.

Adapun menurut Gronroos, pelayanan adalah suatu aktivitas atau
serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba)
yang terjadi akibat adanya interaksi antara masyarakat dan pemerintah
atau hal-hal lain yang disediakan oleh pemerintah pemberi pelayanan
yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan masyarakat.?

Dari pengertian tersebut, manajemen pelayanan dapat diartikan
sebagai proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan
aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan.

2. LandasanPengembangan Manajemen Pelayanan Publik

Landasan pengembangan manajemen pelayanan publik adalah
sebagal berikut, '

a.  UU No. 22/1999 tentang Pemda dan UU No. 25/1995 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemda dan Pemerintah Pusat. Dengan
berlakunya UU tersebut, semakin banyak aktivitas pelayanan yang
harus ditangani oleh daerah sehingga aparat di daerah dituntut untuk
memahami dan mempraktikkan ilmu manajemen pelayanan.

b. UU No. 32/2004 dan UU No. 33 /2004, yang mengakibatkan interaksi
aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intens.

2} Gibson dkk,, Organisasi: Perﬂaku, Struktur, Proses. Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1996,
him. 4,

3)  Gronroos Christian, Service Management and Marketing: a Moment of Truth, Singapore:
Maxwell Macmillan International, 1990, hlm. 27.
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¢. Globalisasi dan berlakunya era perdagangan bebas mengakibatkan
batas-batas antarnegara menjadi samar dan kompetisi menjadi sangat
ketat. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pelayanan yang sangat
" tinggi untuk tetap eksis dan mampu bersaing.

3. Pelayanan Publik, Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintah,
dan Pelayanan Perizinan

Istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari public service
dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah yang digunakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu sebagai berikut.

a. Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan disejajarkan/dipakai secara sifih berganti
dan dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan perizinan terjemahan
dari administrative service. Adapun pelayanan umum lebih sesuai jika
dipakai untuk menerjemahkan konsep public service, yang dapat
dipadankan dengan istilah pelayanan publik.

b. Pelayanan Umum -

Petayanan Umum menurut Kepmen PAN No. 81/1993 yang
disempurnakan dengan Kepmen PAN No. 63/2003 adalah: Segala bentuk
pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah
dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢. Pelayanan Administrasi atau Pelayan Perjanjian

Pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan
adalah segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di
daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan rpasyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk
pelayanannya adalah izin atau warkat,
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Contoh: penerbitan akta tanah, pelayanan penyediaan air bersih,
pelayanan transportasi, dan pelayanan pengadaan SIM.

a.  Pengertian Barang dan Jasa Publik

Pelayanan publik/pelayanan umum sangat terkait dengan upaya
penyediaan barang publik atau jasa publik. Hal tersebut dapat dipahami
dengan menggunakan taksonomi barang dan jasa yang dikemukakan
Hawlett dan Ramesh, antara lain berdasarkan derajat eksklusivitasnya
(apakah suatu barang/jasa hanya dapat dinikmati secara eksklusif oleh satu
orang) dan derajat keterhabisannya (apakah satuan barang atau jasa habis
terkonsumsi atau tidak setelah terjadinya transaksi ekonomi). Howlett dan
Ramesh membedakan adanya empat macam barang/jasa publik,* yaitu
sebagai berikut. '

1) Barang/jasa privat, yaitu barang/jasa yang derajat eksklusivitas dan
derajat keterhabisannya sangat tinggi. Contoh: pakaian atau jasa
tukang pijat yang dapat dibagi-bagi untuk beberapa pengguna, tetapi
kemudian tidak tersedia lagi untuk orang lain jika telah dibeli oleh
beberapa pengguna.’

2) Barang/jasa publik, yaitu barang/jasa yang derajat eksklusivitas dan
derajat keterhabisannya sangat rendah. Contoh: penerangan jalan,
keamanan atau kenyamanan lingkungan yang tidak dapat dibatasi
penggunaannya dan tidak habis meskpuni telah dinikmati banyak
pengguna.

3) Peralatan publik atau barang/jasa semi publik, yaitu barang/jasa yang
derajat eksklusivitasnya tinggi, tetapi tingkat keterhabisannya rendah.
Contoh: jalan tol atau jembatan yang tetap masih dapat dipakai oleh
pengguna lain setelah dipakai oleh sedrang pengguna, tetapi
memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap
pengguna.

4) Barang/jasa milik bersama, yaitu bara_ngfjasa yang d'erajat
eksklusivitasnya rendah, tetapi tingkat keterhabisannya tinggi.
Contoh: ikan, penyu, karang di laut yang kuantitasnya berkurang

4)  Hawlett and Ramesh, Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystem, Oxford:
Oxford University, 1995, hlm. 33-34,
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setelah terjadinya pemakaian, tetapi tidak dimungkinkan un';uk
dilakukan penarikan biaya secara langsung kepada orang yang
menikmatinya.

Perbedaan antara empat jenis barang/jasa tersebut dapat dilihat
dalam tabel berikut. '

Tabel 5.1
Taksonomi Barang dan Jasa

Tingkat Eksklusivitas
Rendah Tinggi

Tingkat Keterhabisan

Tinggi Barang milik bersama Barang / jasa privat

Peralatan publik atau

Rendah Barang / jasa publik
- barang/jasa semi publik

Sumber: Howlett dan Ramesh (1995: 33)

b.  Penyelenggaraan Pelayanan Publik/Pelayanan Umum

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakan, pelayanan publik/
pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat, yaitu semua
penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta.
Contoh: bioskop, rumah makan, dan perusahaan angkutan swasta.

2) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat
primer, yaitu semua penyediaan barang/jasa publik yang
‘diselenggarakan oleh pemerintah, dan pemerintah merupakan satu-
satunya penyelenggara sehingga pengguna/klien harus
memanfaatkannya. Contoh: pelayanan perizinan, pelayanan di kantor
imigrasi, dan pelayanan kehakiman,

3) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat
sekunder, yaitu semua penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi pengguna/kiien tidak harus
mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara
pelayanan swasta. Contoh: program asuransi tenaga kerja, pelayanan
pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
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BAB 6

PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Tahap awal dari manajemen kinerja
pelayanan publik adalah tahap perencanaan kinerja pelayanan.

Tahap ini merupakan tahap awal dan paling kritis dari keseluruhan
proses manajemen kinerja pelayanan. Pada tahap awal, organisasi
penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan kriteria kinerja
pelayanan, target kinerja pelayanan, dan indikator kinerja pelayanan
sebagai bentuk kontrak kinerja. Dalam tahap perencanaan, kinerja
pelayanan antara pihak pemberi pelayanan dan pihak pengguna jasa
pelayanan harus membuat kontrak kineria pelayanan untuk menetapkan
kriteria kinerja dan menilai kinerja unit penyelenggara pelayanan.

A. Konsep Dasar Perencanaan Pengembangan Kinerja
Pelayanan '

1. Perencanaan

Secara etimologis, perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti
rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian
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sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam
perencanaan, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-
tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (pelaksanaan kegiatan

tersebut), Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai
respons atau reaksi terhadap masa depan.

Secara empiris, perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen
yang digunakan oleh orang, unit, atau lembaga untuk mengkaji dan
memecahkan suatu persoalan. Fungsi perencanaan, yaitu sebagai
pedoman pelaksana; perkiraan pelaksanaan yang akan dilalui, memilih
alternatif, standar untuk mengadakan pengawasan, dan menjawab
kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

George R, Terry (1986) mengemukakan bahwa planning berarti
memiliki dan menghubung-hubungkan dengan kenyataan, dalam
membayangkan dan merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap perliu
untuk mencapai hasil yang diinginkan.! ‘

Siagian mendefinisikan planning sebagai keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan

pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang
ditentukan.?

Lebih spesifik, Mintzberg mendefisikan pengertian perencanaan
sebagai berikut: ' ‘

"..(a} perencanaan berarti pemikiran maiju; {b) perencanaan berarti
pengambilan keputusan; (¢} perencanaan berarti pengambilan
keputusan terintegrasi, dan (d) perencanaan berarti proses
terformulasi untuk menghasilkan hasil yang terartikulasi, dalam

bentuk sistem yang terintegrasi dalam keputusan—képutusan
yang ada.?

Selanjutnya,'SaIam berpendapat bahwa perencanaan adélah usaha
membuat pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang dapat tersedia

1)

George R. Terry, Azos-azas Management, Bandung: Alumni, 1986, him, 184,
2)

Sondang, Siagian, Organisnsi Kepemimpinan dan Perilakn Administrasi, Jakarta: Gunung
Agung, 2000, hlm. 32.

3) ;‘-Ilemyﬁhéﬁntzberg, The Rise and Fall of Strategy Planning, New York: The Free Press, 1998,
m, . i
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yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur daiam
rangka mencapai tujuan-organisasi.*

Dari berbagai pendapat tersebut, jelas bahwa perencanaan
merupakan tindakan yang berada pada awal proses pengambilan
keputusan dengan melakukan pengkajian yang mendalam terhadap
konsep atéupun fakta (pilihan alternatif) secara komprehensif dan dapat
dirumuskan dalam bentuk kebijakan atau program yang kemudian
dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (pada waktu yang akan
datang).

2. Program

a. PerencanaanProgram

Perencanaan program merupakan bagian dari perencanaan strategis.
Menurut Tjiptono Fandyi, kebijakan, program, prosedur, dan tujuan harus
didasarkan pada visi, berorientasi pada perencanaan, berpusat sumber
daya manusia, berfokus pada proses, dan berbasis kinerja.’

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, Muljadi (2006}
mengungkapkan bahwa:

" .strategi organisasi sebagai cara untuk mencapai "Tujuan” dan
"Sasaran” dituangkan dalam "Kebijakan’, kemudian "Kebijakan" dalam
"Program’, dan "Program" dalam "Kegiatan’, yang akan dilakukan setiap
tahun dalam kurun waktu 5 {lima) tahun. Rencana pelaksanaan dan
ﬁembiayaannya ditentukan dana melalui APBN/APBD/!nstansi tertentu.'

Menurut Patrick, program adalah produk yang dihasilkan dari seluruh
kegiatan perencanaan, yang meliputi analisis kebutuhan dan perencanaan
instrukst.

4) Dharma Setyawan Salam, Manajemen Peanerintalan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2002,
him. 22, o

5} Fandy Tjiptono, Prinsip-prinsip Total Quality Service, Yogyakarta: Andi Offset, 2004,
Yogyakarta. him. 73. ) .

6) Muljadi AM, Sistem Informasi Akuntansi. jakarta: Salemba Empat, ?Uﬂﬁ, 111m.- 43.

7)  Sri N. Rejeki, Perencanaan Program Penyuluhan. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1993,
him. 9.
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Menurut Kelsey dan Hearne, program berarti pernyataan tertulis, yaitu
pernyataan mengenai:

1) situasi wilayah;

2) masalah yang dihadapi;
3) tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan situasi wilayah dan masalah
yang dihadapi;

4) cara mencapai ‘tujuan, merupakan perencanaan kerja yang berisi
pertanyaan:
a) Apayang dllakukan?
b) Siapa yang melakukan?
¢) Kapan dilakukan?
d) Bagaimana cara melakukan?
e} Di mana dilakukan?
f)  Mengapa dilakukan?®

b. Strategi Pengoordinasian Perencanaan Program

Suatu strategi pengoordinasian perencanaan untuk program

pelayanan sangat diperlukan untuk membantu peningkatan kualitas dan
efisiensi pelayanan.? '

Untukitu, strategi yang disusun oleh suatu organisasi disusun dengan
memerhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang perlu

_ diperhatikan, antara lain kebijakan, penyelenggara, prosedur, metode, dan
target. Hubungan yang berkesinambungan antara tiga pilar tata
pemerintahan yang baik, yaitu hubungan antara pemerintah selaku
pemberi jasa pelayanan publik dan pihak swasta dan masyarakat sebagai

konsumen atau pengguna jasa pelayanan publik merupakan faktor
eksternal yang perlu diperhatikan.

Supriyono menegaskan bahwa salah satu cara terciptanya hubungan |

tersebut adalah dengan mempertimbangkan suara masyarakat selaku

8)  Totok Mardikanto, Penyulithan Pembangunan Pertanian, Surakarta: Sebel
sity Press. 1993, him. 284, g ' s Maset Univer

9)  Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 27.
1
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pengguna jasa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dengan

melakukan penilaian indeks kepuasan masyarakat. Dengan demikian, dapat

diperoleh masukan bagi perencanaan program yang baik.

‘Dari hasil evaluasi yang menggabungkan antara faktor internal dan
faktor eksternal dapat diperoleh gambaran program yang dapat
mendukung terciptanya peningkatan pelayanan publik, yaitu sebagai
berikut.

1) Tetap mempertahankan bentuk organisasi sebagai Unit Pelayanan
Terpadu dengan memaksimatkan pelayanan terpadu satu pintu. Unit
Pelayanan Terpadu ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pelayanan
Terpadu yang memberikan kewenangan lebih kepada para pejabat
yang berada di dalamnya sebab bersifat eseloning dan tidak
merangkap jabatan.

2) Untuk memaksimalkan kinerja dan menyederhanakan proses
perizinan, Unit Pelayanan Terpadu ditempatkan dalam sebuah Dinas.
Hal ini disebabkan para pejabat di dalamnya langsung bertanggung jawab
kepada Bupati dan memiliki posisi yang sederajat dengan dinas-dinas

terkait yang memberikan rekomendasi perizinan sehingga memiliki
posisi tawar yang sama.

3)  Unit Pelayanan Terpadu berubah menjadi Dinas dengan staf teknis
diambil dari tenaga ahli di luar PNS. Ini dimungkinkan untuk
menciptakan suasana kerja yang kondusif sebab para pekerja dinilai
berdasarkan keahlian yang dimiliki, dan pada akhirnya akan
menciptakan lingkungan kerja yang profesional dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa."

3. Kualitas, Pelayanan, Kualitas Pelayanan Publik, dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
a. ApaltuKualitas Pelayanan

Menurut Morgan dan Murgatroyd, quality is the totality of features of a
product services that bears on its ability to satisfy given needs. Kualitas adalah

10) Op. Git, hlm. 170.
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BAB 7

TATA LAKSANA KINERJA
- PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Hal ini sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa negara harus memenuhi kebutuhan dasar setiap
warganya demi kesejahteraannya.

Perubahan yang begitu cepat dalam pelayanan publik, peningkatan
kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan keterbatasan sumber daya,
telah mendorong ke arah tersedianya pelayanan yang berkualitas dengan
melaksanakan sesuatu yang benar pada saat yang tepat dengan upaya
yang sesuai. Untuk menerapkan prinsip ini, diperlukan adanya jaminan
muty, standar, indikator kinerja, uraian tugas, serta sistem monitoring dan
evaluasi yang berdasarkan standar dan kebutuhan pelayanan,

A. Konsep Tata Laksana Pelayanan Publik

1. MemahamiTataLaksana

Tata laksana merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan

_saling terkait yang menghasitkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan

pengguna.' Penataan tata laksana (business process) dilakukan melalui

1)  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process).
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serangkaian proses analisis dan perbaikan. Adapun tujuan tata laksana
adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Target yang ingin dicapai
melalui program ini antara lain meningkatnya efisiensi dan efektivitas
proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah.

2. TatalaksanaPemerintahan yang Baik: Acuan Pelayanan Publik

Tata laksana pemerintahan yang baik (bahasa Inggris: good

governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam
organisasi, baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata

laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin
sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, apabila dipatuhi,
dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Oleh sebab
itu, badan donor internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mensyaratkan
diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik sebagai
dasar bantuan dan pinjaman yang akan mereka berikan.

a. Karakteristik DasarTata Laksana Pemerintahan yang Baik
Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan

memberlakukan delapan karakteristik dasar berikut:

1} partisipasi aktif;

2)  tegaknya hukum;

3} transparansi;

4}  responsif;

5)  berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat;

6) keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang;

7)  efektif dan ekonomis;

8) dapat dipertanggungjawabkan.

b. Berlakunya Karakteristik Dasar Tata Laksana Pemerintahan
yang Baik '

Berlakunya karakteristik tersebut menjadi jaminan untuk:
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1) meminimalkan terjadinya korupsi;

2) mewakili dan mempertimbangkan pandangan minoritas;

3) mendengarkan pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah
dalam pengambilan keputusan.

3. Pelayanan Merupakan Kebijakan Publik

"a. Kompleksitas Pelayanan Publik

Pelayanan yang efektif merupakan dambaan semua warga negara,
tetapi ini bukanlah pekerjaan mudah. Permasalahan dalam bidang pelayan
publik sangat kompleks, vang dapat dilihat pada sisi biaya/finansial,
kesetaraan gendet, efisiensi, kualitas, relevansi, akses dan pemerataan.
Permasalahan dalam bidang publik juga sangat dipengaruhi oleh
permasalahan pada bidang kehidupan lainnya di antaranya adalah bidang
politik, ekonomi, dan kesehatan.

Didasari oleh kompleksitas permasalahan tersebut, pelayanan publik
memerlukan suatu kebijakan yang tepat. Kebijakan pelayanan merupakan
kebijakan publik karena kebijakan ini dikembangkan oleh instansi
pemerintah untuk mengatasi isu-isu publik.

Dari perspektif studi kebijakan publik, kita dapat melihat siklus dari
suatu kebijakan, yakni latar belakang kebijakan dibuat, implementasi
kebijakan tersebut, dan dampak dari suatu kebijakan.

Winter (2002) mengemukakan bahwa implementasi harus ditelaah
dari top down sebagai suatu masalah contro/ ataukah bottom up yang
bertolak dari para aktor yang paling dekat dengan masalah-masalah yang
hendak dicapal melalui kebijakan. Lebih lanjut, Winter mengemukakan
bahwa studi implementasi merupakan bagian dari dua subdisiplin, yaitu
kebijakan pubiik/analisis kebijakan, dan administrasi publik. Studi
implementasi mencoba menjawab pertanyaan pokok dari analisis
kebijakan, yaitu muatan, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari
kebijakan publik.2

2)  Winter, Explaining Street-Level Bureaucratic Belavior in Soctal and Regulatory Policies, Paper
prepared for the XIII Research Conference of the Nordic Political Science Association leld in
Aalborg, 2002, him 39, :
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Berbeda dengan Winter, Frederickson dan Smith melihat bahwaselama
tiga dasawarsa, administrasi publik telah mengembangkan secara lebih
sistemik pola-pola penyelidikan mengenai substansi implementasi
kebijakan publik. Mereka memberikan kontribusi ke arah peningkatan
rezalibilitas pemahaman tentang kebijakan publik.

b. TeoriKebijakan Publik

1) TeoriKelembagaan

Teori kelembagaan publik, yang merupakan pengembangan dari
teori-teori dalam administrasi publik, digunakan untuk menjelaskan
implementasi kebijakan publik, Perspektif kelembagaan memandang
organisasi sebagai konstruksi sosial yang dibatasi oleh peraturan, peranan,
norma, dan harapan yang membatasi pilihan dan perilaku individu dan
kelompok. Salah satu kelebihan teori kelembagaan adalah kekayaan

_ konstektualnya dalam mendeskripsikan kapasitas perifaku organisasi. Teori
ini menunjukkan dengan jelas bahwa keluaran, kinerja, akibat, dan manfaat

dari implementasi program berkaitan erat dengan konteks sosial dan
ekonomi.

2) Teori Fungsional Pemerintahan

Teori fungsional pemerintahan (functional theory of governance)
dikembangkan oleh Laurence E. Lynn, Jr,, Carolyn J. Henrich, dan Carolyn J.
Menurut teori ini, governance adalah suatu konsep yang berpotensi untuk

menyatukan sekat di antara literatur manajemen publik dengan kebijakan
publik.

- 3)  TeoriSiklus Tiga Tahap

Teori ini berasumsi bahwa kebijakan merupakan proses yang kontinu
dengan beragam entitas pemerintahan dan kepentingan politik yang
terlibat di dalamnya. Komponen dari teori ini adalah pembuatan kebijakan,
implementasi kebijakan, dan dampak dari kebijakan.

4) Teori Goggin

Teori ini membahas hubungan antara level nasional dan level daerah,
cara daerah mengimplementasi kebijakan pemerintah pusat, Teori ini
secara akurat menangkap realitas bahwa aparat pelaksana kebijakan di
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daerah bergumul dengan berbagai kendala dan perangsang yang muncul
dari berbagai arah dalam struktur implementasi.

¢. ImplementasiKebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan merupakan konsep yang memiliki
berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga sulit untuk merumuskan
batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster, implementasi
dirumuskan secara pendek, yaitu "to implementation" (meng-
implementasikan) berarti "to provide means for carrying out (menyediakan
sarana untuk melakukan sesuatu); to give pra&tical effect to” (menimbulkan
dampak/akibat terhadap sesuatu).

Berdasarkan dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh
gambaran bahwa to implementation {mengimplementasikan} berkaitan
dengan aktivitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya
undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber
daya, dan lain-lain) sehingga dari aktivitas tersebut akan menimbutkan
dampak/akibat terhadap sesuatu.?

Tidak jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan
Sebastier merumuskan implementasi kebijakan sebagai:

“..Memahami apa yang sehyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman
kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-
akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Dari rumusan implementasi tersebut, implementasi dapat dimaknai
sebagai pelaksanaan kegiatan/aktivitas mengacu pada pedoman-
pedoman yang telah disiapkan sehingga kegiatan/aktivitas yang
dilaksanakan tersebut memberikan akibat/dampak bagi masyarakat.

3)  Solichin Abdul. Wahab; Analisis Kebijaksanaan; dari Formulnsi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negarn, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 31.
4) Op. Cit, him, 33,
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Suatu organisasi publik, terutama sebagai lembaga (bukan institusi),
takaran keluarannya adalah pelayanan publik yang diberikannya,
bergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efisiensinya.
Masyarakat luas publik dalam arti masyarakat umum, {bukan dalam arti

pemerintahan), sebagai pihak yang dilayani, akan menerima pelayanan

itu (hasil pelayanan publik) dalam berbagai persepsi dan hingga yang
terbaik pelayanannya yang dikategorikan sebagai pelayanan publik yang
prima. Oleh karena itu, dalam mengkaji mengenai pelayanan publik kita
perlu melihat berbagai rumusan mengenai pelayanan secara umum.
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BAB 8

MONITORING EVALUASI
PELAYANAN PUBLIK

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari penerapan standar
pelayanan menuntut pemerintah untuk mempersiapkan sebuah
mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) kinerfa untuk memastikan.
bahwa standar pelayanan telah dilaksanakan dengan baik. Monitoring dan
evaluasi dilakukan dengan membandingkan dan memastikan kinerja
pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam
standar pelayanan yang diterapkan, mengidentifikasi permasaiahan yang
mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil
penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua tahapan
pelaksanaan standar pelayanan.

Monitoring dan evaluasi secara luas diakui sebagai elemen yang krusial
dalam pengelolaan dan implementasi program dan kebijakan, baik dalam
organisasi sektor privat maupun publik. Penemuan dan penggunaan
informasi dari monitoring dan evaluasi selama dan sesudah suatu
intervensi secara umum dapat dilihat sebagai hal pokok dalam sistem
pelaporan dan akuntabilitas, dalam menunjukkan performance, dan/atau
untuk belajar dari pengalaman dan untuk meningkatkan pekerjaan pada
masa depan.

Di hampir setiap negara dan drga‘nisasi internasional serta di semua .
sektor, termasuk pemerintah dan civif society, tuntutan bagi results-based
monitoring dan evalugtion tumbuh secara cepat beberapa dekade terakhir
ini. Apalagi di negara-negara yang sedang berkembang, yang fokus
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perhatiannya terletak pada public sector accountability. Tren ini dipengaruhi
oleh pengakuan bahwa sumber daya yang dimiliki terbatas, sementara
tuntutan dan kebutuhan sosial hampir tidak terbatas.

Monitoring dan evaluasi tidak sama, tetapi keduanya memerlukan
berbagai unsur dan alat yang sama, seperti sasaran-sasaran program yang
jelas, target dan indikator, serta basis data yang mengandung data mutakhir.
Sasaran (output, outcome, impact) perlu ditetapkan sejak awa! (pada saat
perencanaan), demikian pula dengan indikator dan sasaran utama.

Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam
temuan, inovasi, hasil, dan praktik, untuk disebarluaskan serta
dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan sebagai dasar untuk "merayakan”
keberhasilan. Selain itu, monitoring dan evaluasi merupakan wahana peran
serta penerima manfaat program/kegiatan yang sangat efektif jika
dilakukan dengan benar.

A. Konsep Dasar Monitoring Evaluasi Program
Pelayanan Publik

1. Monitoring Program

Menurut Casely dan Kumar {1987}, "monitoring adalah penilaian yang
terus-menerus terhadap fungsi kegiatan proyek di dalam konteks jadwal
pelaksanaan dan terhadap penggunaan input proyek oleh kelompok
sasaran dalam konteks harapan-harapan rancangan; Monitoring adalah
kegiatan proyek integral, bagian penting dari praktik manajemen yang
baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari manajemen
sehari-hari".! '

Monitoring (pemantauan) adalah proses untuk mengetahui
pelaksanaan program yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dapat
membantu meningkatkan kualitas program dan mengidentifikasi masalah-

- masalah yang harus diatasi untuk mencapai tujuan program, Pada dasarnya

1)  D. Casely dan K. Kumar, Project Monitoring and Fvrluation in Agricultiere, Baltimore: John
Hopkins, 1987, him, 143
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monitoring merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap proses
pelaksanaan program sehingga akan diketahui kelemahan dan keunggulan
dalam proses pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006, monitoring
merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar
semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari basil pengamatan
tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan
selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil
pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan
yang direncanakan semula.? Tujuan Monitoring untuk mengamati/
mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan
serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

2. EvaluasiProgram

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu
kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan penilaian objektif
dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang

‘berlangsung, ataupun yang telah diselesaikan. Hal yang harus dievaluasi,

yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan
negara.

a. Makna Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan
pencapaian secara umum dari sebuah program. Kegiatan evaluasi dapat
membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebuah program
untuk ditingkatkan dan diperbaiki pada masa yang akan datang
{memastikan bahwa program tersebut, apakah mencapai tujuan/
keberhasilan program).

Undang—Undaﬁg Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, Evaluasi adalah rangkaian

2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
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kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran {output}, dan
hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.?

Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh
selama kegiatan pemantauan berlangsung dan menifai hasii yang telah
dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil
keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan
selanjutnya yang diperlukan.

b. Tujuandan FungsiEvaluasi

Tujuan evaluasi, meliputi sebagai berikut.

1} Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat
dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya
program tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya
metodologi penelitian, sedangkan membandingkan efek dengan
tujuan mengharuskan penggunaan kriteria untuk mengukur
keberhasilan. :

2) Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan dan
menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.

3) Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/
penyempurnaan implementasi.

4) Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk
pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa

datang. Sebagal bentuk pertanggungjawaban publik/memenuhi
akuntabilitas publik. '

Adapun fungsi evaluasi adalah memenuhi akuntabilitas publik maka
sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas
tersebut, yaitu sebagai berikut.

1) Eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/
kebijakan. Untuk itu, dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/
kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.

2} Kepatuhan, yaitu mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dan
standar dan prosedur yang telah ditetapkan. '

3)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
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Auditing untuk melihat apakah output kebijakan sampai pada sasaran
yang dituju? Apakah ada kebocoran dan penyimpangan pada
penggunaan anggaran, apakah ada penyimpangan tujuan program,
dan pada pelaksanaan program?

Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari
kebijakan. Misalnya, seberapa jauh program yang dimaksud mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang
ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah dampak
yang tidak diharapkan? '

Perbedaan Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring

- Frekuensi; terus-menerus secara teratur: bulanan, triwulan, kuartal,

tengah tahunan, dan tahunan selama program atau proyek beroperasi.

Kegiatan; memantau kemajuan/proses kegiatan dan memperbaiki
pelaksanaan keglatan sehingga sesuai dengan yang direncanakan,
me-review setiap kegiatan pada setiap tingkat implementasi.
Tujuan; meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi kemajuan,
memperbaiki penyimpangan, dan memanfaatkan kekuatan.
Manfaat; sebagai bahan untuk perbaikan program yang sedang
berjalan.

Metode; partisipatif yang pelaksanaannya melibatkan pengguna atau
stakeholder program atau proyek dalam mengukur, mencatat,
mengumpultkan data, memproses dan menyampaikan informasi
kepada personel manajemen program dan anggota-anggotanya
dalam pembuatan keputusan.

Hasil; informasi dapat dijadikan basis untuk evaluasi.

Evaluasi

Frekuensi; pertengahan program atau setelah implementasi program
{setiap akhir program).

Kegiatan; menilai pencapaian keberhasilan program, memperbaiki
program yang sedang berjalan dan program masa datang (lessons
learned), mempelajari pencapaian program, efektivitas, efisiensi.
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3. Implikasi Hasil Evaluasiterhadap Program/Kebijakan

Hasil kajian evaluasi atas sebuah program/kebijakan berimplikasi
pada keberlangsungan program/kebijakan termaksud, yang menurut Weis
{Shafritz and Hyde, 1987), adalah sebagai berikut?

a. meneruskan atau mengakhiri program;

b. memperbaiki praktik dan prosedur administrasinya;

€. menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi;
d. melembagakan program ke tempat lain;

e. mengalokasikan sumber daya ke program lain;

f,

menolak atau menerima pendekatan/teori yang digunakan oleh
program/kebijakan sebagai asumsi,

Secara teoretis siklus terakhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi.
Evaluasi bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja program/
kebijakan setelah diimplementasikan. '

Evaluasi sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas publik
pemermtah atas kinerjanya. Akan tetapi, melakukan evaluasi atas sebuah
program/kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah/

pembuat keputusan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
tidaklah mudah.

Sebagian karena kesulitan yang bersifat instrinctive (karena sifat
dampak yang berdimensi luas dan dapat menyebar), juga karena beragam
kebijakan menuntut beragam metode pengukuran yang sesuai; serta
karena kurangnya usaha yang serius untuk itu.

9)  Leoc Cit, Shafritz and Hyde, 1987, hlm. 187
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BAB 9

PENGAWASAN KINERJA
PELAYANAN PUBLIK

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu
organisasi. Pengawasan adalah proses mengawasi dan mengevaluasi suatu
kegiatan.

Dalam proses pengawasan diperiukan tahap-tahap, seperti tahap
penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan,
tahap pembandingan pelaksanaan dengan- standar dan analisis
penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

Suatu organisasi publik juga memiiiki perancangan proses
pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan
terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan hal-hal yang
dibutuhkan atau direncanakan.

A. Konsep Dasar Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh
manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau
tujuan yang telah ditentukan untuk menentukan apakah kinerja sejalan
dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang
diperiukan. :
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George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi
apa yang tefah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi ketja dan
apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil
pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.’

Dale menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu
dengan saksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga
mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai
tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.?

Siagian {1990) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.?

Kesimpulannya, pengawasan merupakan usaha sistematis untuk
menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan,
merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan

mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan.

2. Maksud danTujuan Pengawasan

Pengawasan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan
mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan. Adapun tujuan
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah adalah:

a. mengeta'hui Jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;

b. memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;

€. mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang
telah ditentukan dalam planning atau tidak.

1)  George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajeien, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara,
2000, hlm. 395.

2} Winardi, Manajer dan Mnajemen, Bandung: Citra Aditya Bakt, 2000, hlm, 224,
3) Sondang Siagian, Administrasi Pembmngunan, Jakarta: Gunung Agung, 1990, hlm. 107,
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Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir
mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah menghasilkan aparat
yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen
pemetintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh
partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud
pengawasan masyarakat {control social} yang objektif, sehat, dan
bertanggung jawab.*

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan
pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta
instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan,
kelemahan atau kegagalan, efisiensi dan efektivitas kerja, dan untuk
mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan atau
dengan kata lain disebut tindakan korektif.*

3. Macam-macamdan Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut.

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara
pribadi oleh pemerintah atau pengawas dengar{ mengamati, meneliti,
memeriksa, mengecek sendiri secara "on the spot” di lapangan dan
menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Adapun
pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-
laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertuiis,
mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.®

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, apabila dihubungkan
dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan
preventif dan pengawasan represif.

4)  Op. Cit, him. 23.
5)  Titik Triwulan T., Hukum Tata Useha Negara dan Hukim Acara Perndilan Tate Usaha
Negara Indonesin, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, him. 452- 454.

6) BN. Marbun, DPRD Pertumnbultan, Masalh dan Musa Depannya, Jakarta: Erlangga, 1993,
him. 77. - . :
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Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan Peraturan
Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu karena tidak semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memerlukan pengesahan.
Selama pengesahan belum diperoleh, Peraturan Daerah atau Keputusan
Kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku. Pengawasan preventif
dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya, dengan
mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja,
rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

Adapun pengawasan represif dapat berbentuk penangguhan berlaku
atau pembatalan, Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah
yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat
ditangguhkan atau dibatalkan jika bertentangan dengan kepentingan
umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya. Pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan
pemeriksaan terhadap peiaksanaan di tempat, meminta laporan
pefaksanaan dan sebagainya?

¢. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oIeH aparat
dalam organisasi. Adapun pengawasan eksternal adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Misalnya, pengawasan bidang
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang melviputi seluruh
Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara
terhadap departemen dan instansi pemetintah lain.

Jenis pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, terdiri atas:
1) pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control);

2) pengawasan biaya (cost control);

3) pengawasan barang inventaris {inventory control);
4)  pengawasan produksi (production control);

5) -pengawasan jumlah hasil kerja {(quality control). -

7)  Philipus, Pengantar Huknm Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1999, him 118-119.

8)  Ibid.
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Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhorn {2001), dapat
dibagi dalam empat jenis, antara lain sebagai berikut.®

a.  Pengawasan feedforward (pengawasan umpan di depan)

Pengawasan ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan
fujuan untuk menjamin kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang
memadai; ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pengawasan ini
memfokuskan pada kualitas sumber daya. '

b.  Pengawasan concurrent (pengawasan bersamaan)

Pengawasan ini memfokuskan pada segala sesuatu yang terjadi selama
proses berjalan. Tujuannya, yaitu memonitor aktivitas yang sedang berjalan
untuk menjamin segala sesuatu sesuai dengan rencana dan untuk
mengurangi hasil yang yang tidak diinginkan.

¢. Pengawasanfeedback (pengawasan umpan balik)

Pengawasan ini dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Tujuannya,
yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja
pada masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil.

d. Pengawasan internal-eksternal

Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki
sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan melalui supervisi dan
penggunaan administrasi formai.

4, TahapPengawasan

Tahap pengawasan dapat difakukan sesuai dengan kebutuhan dan
tujuannya. Donnelly et. al. mengelompokkan pengawasan menjadi tiga
tipe pengawasan yaitu sebagai berikut:!®

a. Preliminary Control

Prefiminary control merupakan pengawasan pendahuluan. Salah satu
peran pengawasan adalah meneliti setiap usulan anggaran, khususnya dari

9)  Schermerhorn John, R, Manajenen, Yogyakarta: Andi, 2001, him. 132,
10) Donnelly etal,, Manajemnen Edisi Sembilan Jilid 1. Alih Bahasa: Zuhad Ichyaudin, Jakarta:
Erlangga, 1996, him 302. '
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BAB 10

PELAPOR KINERJA
PELAYANAN PUBLIK -

Pelaporan kinerja - merupakan refleksi kewajiban untuk
mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber
daya yang perlu diperianggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud
dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat
pelaporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai
berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan,
dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan kepada
masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (sébagai
pengguna) sehingga masyarakat dan DPR bisa menerima informasi yang
lengkap dan tajam tentang kinerja program pemetintah serta unitnya.

A. Konsep Dasar Pelaporan Kinerja Pélayanan Publik

1. Pengertian PelaporanKinerja

Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan
atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Keraf (1998), laporan adalah cara
komunikasi ketika penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau
suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.' Laporan

1}  Sonny. Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, Edisi Baru, Jakarta: Kanisius, 1998,
hlm, 284.
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berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta
yang ditemukan. Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi
yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah dipahami.2

Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Sugiti, dapat disimpulkan
bahwa laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh
data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan
dapat dipercaya serta mudah dipahami. Dalam penyampaiannya, laporan
dapat bersifat lisan ataupun tertulis.

2. Karakteristik Pelaporan Kinerja

Karakteristik pelaporan kinerja organisasi sektor publik yang
berkualitas, meliputi hal-hal berikut.

a. Fokus padaHal-hal yang Penting

Dalam memenuhi akuntibifitas publik, pemerintah melaporkan
kinetja secara detail. Berbagai fakta lapangan yang penting harus dipilah
sebetum pelaporan disusun. Kriteria informasi pelaporan yang dipercaya

dan menyajikan hal-hal yang penting dapat dipilih menjadi tiga hal, yaitu
sebagai berikut.

1) Mengetahui segala sesuatu yang dianggap penting oleh pemakai.
Pelaporan kinerja yang baik dicerminkan dengan pemahaman
pemakainya tentang hal-hal yang penting diketahui, hal-hal yang
dapat dilakukan dengan laporan kinerja tersebut dan cara
menggunakan laporan tersebut. Jadi, target penyusun laporan kinerja
publik adalah laporan yang dapat dipercaya, dipahami, dan
dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemakainya. Untuk itu,
komunikasi duaarah antara penyusun dan pemakai laporan sangatlah
penting. Tanggung jawab penyusun laporan bukan hanya tentang hal-
hal yang akan disajikan kepada publik, melainkan juga membantu
pemakai untuk memahami informasi dan menggunakannya secara
efektif. Dengan demikian, laporan yang berkualitas dapat
diinterpretasikan sebagai laporan yang komunikatif.

Memuat informasi tentang tujuan utama pelaporan kinerja dan
komitmen-komitmennya pada pencapaian hasil. Fokus pelaporan

2) Diah Kusuma, Wardani, Pengarnli Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan di

Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UI1, 2008, hlm. 54.
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kinerja merupakan tanda kualitas laporan yang terkait dengan tujuan
pokok dan komitmennya.

3) Memuat informasi yang dinilai penting oleh organisasi sektor publik
dari aspek kinerja. Kualitas pelaporan kinerja dapat ditandai dengan
kesimpulan kegagalan atau kesuksesan pemerintah dalam melakukan
pelayanan publik.

b. Menghubungkan Tujuan dengan Hasil

Agar lebih berkualitas, pelaporan kinerja harus mengandung
penjelasan tentang tujuandan sasaran yang dihubungkan dengan hasil
yang telah dicapai.

¢ Menyajikan Hasil Sesuai dengan Konteksnya

Pelaporan kinerja harus menyajikan faktor kontekstual dari institusi

atau program yang dilaporkan, termasuk lingkungan organisasi itu
beroperasi. :

d. Mengaitkan Sumber Dayadengan Hasil

Pengambilan keputusan program harus memerhatikan hasil yang
ingin dicapai dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan. Selain itu,
strategi yang ditentukan juga harus meliputi apa yang diterapkan untuk
mencapai tingkat hasil tertentu.

Penjelasan atas strategi pencapaian tujuan akan meliputi bagaimana '
organisasi sektor pubhk/mencapal sasaran programnya, mengalokasikan
sumber daya dan mémbantu memahami hubungan sebab akibat serta
asumsi-asumsi yang digunakan.

e. Menyajikan Informasi yang Bersifat Komparatif

Selain perbandingan realisasi dan anggaran, ada dua faktor
pembanding yang dapat dipertimbangkan, yaitu hasil kegiatan sebelumnya
dan hasil kegiatan dari organisasi sejenis.

f. Mempertimbangkan SifatKeandalan/Realibilitas

Faktor yang menentukan realibilitas pelaporan kinerja adalah kinerja )
organisasi pelayanan publik, p|l|han metode pengukuran kinerja yang.
dipakai, dan analisis efisiensi biaya.
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3. FungsiPelaporan Kinerja

a. Motivator untuk Meningkatkan Kinerja

Pelaporan kinerja dapat disediakan untuk memotivasi kinerja
seseorang, misalnya pegawai sektor publik seperti banyak orang-dapat
termotivasi oleh adanya kompetisi. Perbandingan pengukuran kinerja
dapat membantu menampilkan seberapa baik kinerja pegawai
dibandingkan dengan pegawai lainnya. Selain itu, fakta pembanding juga
bisa dijadikan pencetus kompetensi pada pegawai unit kerja organisasi
untuk bersaing dengan unit kerja organisasi lainnya.

b. AlatAkuntabilitas

Pelaporan kinerja yang diterbitkan akan menjadi langkah maju dalam
mendemonstrasikan proses akuntabilitas, Perbandingan pengukuran
kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan dapat menambah
dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja
lainnya yang serupa.

Dengan berfokus pada hasil, pelaporan kinerja.dapat membantu
mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja
organisasi dan perbandingan kinerja dengan unit kerja organisasi lainnya.

¢. -~ Alatuntuk Mene_ntukan Latihan Terbaik

Fakta menunjukkan bahwa perbandingan pengukuran kinerja adalah
alat yang baik untuk mengindikasikan program yang berjalan dan program
yang tidak berjalan. Perbandingan pengukuran kinetja dapat menyediakan
informasi dasar yang siap dianalisis. Ketika uji substansi dilakukan pada
kinetja pelayanan unit kerja organisasi serupa, persamaan dan perbedaan
antarorganisasi yang terlibat dapat diketahui. Dengan menggunakan
perbandingan pengukuran kinerja antarunit kerja organisasi yang sama,
praktik terbaik dan terefektif dapat teridentifikast..

B. Format Pelaporan, Analisis, dan Perbandmgan |

Pengukuran Kinerja

1. FormatPelaporan Kinerja

Format laporan harus dapat mengakomodasi informasi penting.

Laporan kinerja yang disajikan seharusnya berisi perbandingan antara
program dan kinerja yang dihasilkan.
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Dalam PP no. 8 tahun 2006 diatur bahwa bentuk dan isi laporan kinerja
disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait. ilustrasi
format Laporan Kinerja yang dilampirkan pada PP no, 8 tahun 2006 disajikan
pada tabel berikut, ‘

llustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Negara
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BENDAHARA UMUM NEGARA
: {Dalam Rupiah)

. 20X1 20X0
No, Uraian
: Anggaran | Realisasi| (%) |Realisasi
1, {A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
2. |. Pendapatan Dalam Negeri
3 1. Pendapatan Perpajakan .
4, a. Pajak Dalam Negeri XXX XX XX XXX
5, b. Pajak Perdagangan Internasionat RXX XX AX HHX
6.
7. 2. Pendapatan Negara Bukan Pajak
8. a. Pendapatan Sumber Daya Alami XXX XXX Xx [ o0
9. b. Bagian Laba BUMN 00 XX X xxx
1(11 c. PNBP Lainnya XKx XXX XX XXX
12. . Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX
13,
14, [B. BELANJA NEGARA
15.| 1. Belanja Pamerintahan Pusat .
16. 1. Pembayaran Bunga Utang .
17. a. Utang Dalam Negeri X4 XX XX XXX
18. b. Utang Luar Negeri XXX XXX %X XXX
19. 2. Subsidi
20.] ° a. Subsidi BBM XXX XXX XX XXX
| 21, b. Subsidi Non-BBM . XXX XXX XX XXX
22, c. Subsidi dalam rangka PSO . XXX XXX XX XXX
23, 3. Hibah XX XXX XX XXX
24, 4. Bantuan Sosial XXX XXX XX XXX
gg 5, Belanja lain-lain XXX X0 XX X%X
27. il, Belanja Untuk Daerah
28. 1. Dana Perimbangan
29. : a. Dana Bagi Hasil XXX XXX XX XXX
30. b. Dana Alokasi Umum XXX XXX 8 XXX
g; c. Dana Alokasi Khusus XX XXX XX XXX
gi 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian xxXx XXX XX s
35, |G. Keseimbangan Primer . XXX Xk xx XXX
36. |D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) XXX P XX XXX
37.|E. Pembiayaan (E.J +E.I) ‘ XXX
38. I. Pembiayaan Dalam Negeri* ‘
39. 1. Perbankan Dalam Negeri XXX XXX XX XXX
:2 2. Non-Perbankan Dalam Negeri XXX XXX xx | oxxx
‘42, 0. Pembmyazm Luar Negetri (neto)
43, 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) RN0X XXX XX XXX
44, 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang L.uar XXX XXX xx XXX
Negerl

Sumber: Lampiran | PP no. 8 tahun 2006
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;

sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkap melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).?

Oleh karena itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan LAKIP
Tahun 2012 ini sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya sebagaimana
diwajibkan dalam Instruksi Presiden tersebut.

4, PersyaratanPelaksanaan AKIP

Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, persyaratan yang harus
dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penye-
"lenggaraan negara;

b.  komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yarig ber-sangkutan;

¢ menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan;

d. berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh;

e. jujur, objektif, transparan, dan akurat;

f. menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.®

8)  Loc. Cit, Anonimus LAN RI, Pedoman Penyusunan......., hlm, 3,
9)  Loc. Cit, Anonimus LAN R, Pedoman Penyusunan......, him. 5.
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BAB 11

MODEL PENINGKATAN KUALITAS
KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Datam kehidupan ekonomi, perbaikan
kinerja birokrasi dapat memperbaiki iklim investasi yang sangat
diperiukan oleh bangsa Indonesia untuk bisa keluar dari krisis ekonomi
yang berkepanjangan.

Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayana'n publik

" mempunyai implikasi luas, terutama dalam tingkat kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan
publik diharapkan dapat memperbaiki kembali citra pemerintah di mata
masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik,
kepuasan dan kepercayaan masyarakat dapat dibangun kembali sehingga
pemerintah dapat meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan pelayanan
publik melalui pembenahan yang menyeluruh meliputi aspek
kelembagaan, kepegawaian (SDM), tata laksana, dan akuntabilitas sehingga
diharapkan dapat menghasitkan pelayanan publik yang prima, yaitu
pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel.
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A. Problem dan Tantangan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Indonesia

1. FenomenaMalpraktik

Fenomena malpraktik pelayanan publik menjadi bagian integral dari
penyelenggaraan pelayanan publik di Indoneisa. Hal tersebut dapat
ditelusuri dari banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat berkaitan
dengan buruknya kinerja pelayanan publik, pelayanan yang tertele-tele
dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan tambahan, perilaku
aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat,
dan pelayanan yang diskriminatif.’

2. Rendahnya Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Islamy (2007} menyatakan 59% masyarakat pengguna layanan menilai
kinerja pelayanan publik adalah buruk. Hal ini akibat dari kompleksitas
permasalahan yang ada di tubuh birokrasi pelayanan, yaitu:?

a. tidak adanya insentif untuk melakukan perbaikan;

b.  buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif dalam pelayanan
publik yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada
aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas
pelayanan;

¢. adanya budaya paternalisme yang tinggi, yaitu aparat pelayanan
menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan
masyarakat.

3. BudayaNegatif diDalam Lingkungan Organisasi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Center of Population and Policy Studies
Universitas Gadjah Mada (2001) mengidentifikasikan sejumiah budaya
negatif di dalam lingkungan organisasi pemerintah yang merugikan

1)  Antonius Tarigan, Transformasi Model New Governance sebagai Kunci Menuju Optimalisasi
Pelayanan Publik di Indosnesia, Manajemen Usahawan Indonesia. No. 02 Thn XXXII Feb
2003, him. 30.

2) M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Pernmusan Kebifnksanamt Negara, Jakarta: Sinar Grafika,
1997, him. 60,
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kepentingan publik, seperti mendahulukan kepentingan pribadi, gofongan
atau kelompok, termasuk kepentingan atasan daripada kepentingan
publik, perilaku malas dalam mengambil inisiatif di luar peraturan, masih
kuatnya kecenderungan untuk menunggu petunjuk atasan, sikap acuh
terhadap keluhan masyarakat, lamban dalam memberikan pelayanan, dan
kurang berminat dalam menyosialisasikan berbagai peraturan kepada
masyarakat.?

Layanan publikyang berkualitas tidak dapat diwujudkan hanya dengan
membuat produk perundang-undangan dan berbagai peraturan yang
berkaitan dengan pelayanan publik. Hal fain yang jauh lebih adalah
bagaimana produk hukum itu dapat dnmplementamkan dengan baik dan
benar.

Tantangan terbesar untuk menghadirkan layanan publik yang
berkualitas adalah adanya kepemimpinan yang kuat dalam organisasi
pemerintah yang ditunjukkan oleh sosok pemimpin yang memiliki visi
tentang layanan publik yang berkualitas.

Hasil penelitian Prionato (2006) menunjukkan bahwa peningkatan
kualitas layanan publik, dapat dimulai dari cara pemimpin lembaga publik
mampu mengemban visi dan model kepemimpinan yang mendukung
terwujudnya layanan yang berkualitas.*

’Menurutnya, pemimpin lembaga pemerintahan memiliki andil besar
untuk terkreasinya budaya kerja baru yang lebih sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Budaya kerja baru tersebut dimaksudkan untuk tujuan
pemberdayaan staf, mengkreasikan jarak kekuasaan yang lebih pendek
sehingga visi pimpinan dapat lebih mudah diterjemahkan oleh para staf.
Pemberdayaan staf merupakan langkah awal dari upaya untuk mewujudkan
layanan pubiik yang berkualitas.

Pelayanan publik yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan
membudayakan konsep akuntabilitas publik. Pada dasarnya, lembaga
pemerintahan dibuat dan diadakan oleh publik (Huges, 1994}, Oleh karena
itu, para pegawai dalam lembaga pemerintahan juga harus mem-

3} Op. Cit, Tatigan, Trensformasi...., 2003, hlm, 31.
4)  Agus Prianto, Menakar Kualitas Pelayenan Publik, Malang: In-Trans, 2006, hlm. 122,
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pertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, yang mencakup perilaku,
sikap, tindakan kerja, dan berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka
menjalankan tugas dan kewajibannya.’

Konsep untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat pula
dilakukan melalui "Citizen Charter". Pada hakikatnya citizen charter
merupakan sebuah piagam kesepakatan antara pemerintah sebagai
penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan; yang berisi
pernyataan dan komitmen bersama agar proses produk dan mutu
pelayanan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan memuaskan.

Kontrak pelayanan dibuat untuk menyalurkan hak masyarakat untuk’

terlibat dalam mengendalikan aspirasi dan kepentingannya atas barang
dan jasa publik. Dengan adanya kontrak pelayanan, pemerintah dapat
memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses, produk, dan mutu
pelayanan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip dan
standar pelayanan yang telah disepakati.

Kontrak pelayanan bermanfaat untuk: (a) memberikan informasi yang
lebih baik kepada publik bahwa pelayanan akan ditingkatkan mutunya;
(b) memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendesain dan
mengendalikan proses, produk, dan mutu pelayanan; (¢} meningkatkan
konsistensi, kecepatan dan mutu pelayanan; (d) menyediakan ruang bagi
pengendalian pengukuran dan pengaturan pelayanan yang lebih baik; (e)
meningkatkan motivasi, rasa percaya diri dan insentif bagi aparat pelayanan
dan masyarakat bahwa proses, produk, dan mutu pelayanan dapat
diwujudkan melalui kemitraan.®

Konsep untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat pula
melalui komplain, yaitu ekspresi perasaan ketidakpuasan atas standar
pelayanan, tindakan atau tiadanya tindakan aparat pelayanan yang
berpengaruh kepada para pengguna jasa layanan.

Manfaat komplain bagi birokrasi pelayanan adalah: {a) birokrasi

pelayanan semakin mengetahui kelemahannya dalam memberikan = -

pelayanan kepada pengguna jasa layanan; (b) sebagai alat introspeksi diri,
untuk senantiasa responsif dan memerhatikan suara dan pilihan pengguna
_ Jasa layanan; (c) mempermudah birokrasi mencari jalan keluar untuk

'5)  Op. Git, him. 124.
6) Loc Cit, Islamy, Priusip-..........., hlm. 11.
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~

meningkatkan mutu pelayanannya; {d) apabila komplain dapat segera
ditangani, pengguna jasa layanan akan merasa kepentingan dan harapa nnya
diperhatikan; (e} mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pengguna jasa
layanan kepada birokrasi pelayanan; (f) manajemen komplain yang benar
akan bérhasil dapat meningkatkan kepuasan pengguna jasa layanan dan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan.” :

B. Konsep Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Kualitas Pelayanan Publik

Secara umum, penyediaan pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh
setiap penyelenggara negara.

Goetsch dan Davis {2002) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan preduk, jasa, manusia,
proses, dan lingkungan yang memenuhi atau metebihi harapan pelanggan.
Accounts Commission mengidentifikasi sepuluh faktor yang menentukan
kualitas pelayanan, yaitu:

a. akses, yaitu kemudahan dan kenyamanan memperoleh pelayanan;

b. komunikasi, yaitu menjaga konsumen selalu memperoleh informasi
dalam bahasa yang dimengerti dan mendengar konsumen;

c. kompetensi, yakni memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap
jasa yang diberikan; '

d. rasa hormat, yaitu meliputi kesopanan, menghargai, pertimbangan
dan ramah dari semua tingkatan staf;

e. kredibilitas, yaitu mencakup kepercayaan, reputasi, dan citra;

- keandalan, memberikan pelayanan yang konsisten, akurat dan dapat
diandalkan, serta memberikan pelayanan sesuai dengan yang
dijanjikan; ,

g. daya tanggap, yaitu memiliki kesediaan dan kesiapan untuk
memberikan pelayanan ketika dibutuhkan;

7)  Loc. Cit, him, 13,
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2. IKM  :Indeks Kepuasan Masyarakat
SPP  :Standar Pelayanan Publik
3. Nilai

Pelayanan
publik yang
berkualitas

Modal dasar
pelayanan publik
SPP + IKM

Gambar 11.2 Model Nilai Kualitas Pelayanan Publik
Sumber: diadaptasi dari Islamy (1997: 27)
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BAB 12

PELAYANAN PRIMA: IMPLIKASI
DARI PEMBANGUNAN KINERJA
PELAYANAN PUBLIK

Dalam perkembangan dunia jasa saat ini dikenal istilah pelayanan
prima {service excellence). Demikian pula, dalam pelayanan publik,
pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan
sikap. yang berkaitan dengan kepedulian-kepada pelanggan, upaya
melayani dengan tindakan yang terbaik, dan ada tujuan untuk memuaskan
pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu.!

Pelay_anan prima adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

~ pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan ataupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.?

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63 Tahun 2003, hakekat dari pelayanan adalah pemberian pelayanan prima
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur
pemetintah sebagai abdi masyarakat.

Menurut Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999,
Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban
untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara -
profesional. Selaku pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan

1)  Windra Swastika, PHP 5 & MySQL 4; Proyek Shopping Cart 1 & 2 Jakarta: Dian Rakyat,
2005, him. 3.

2} Kepmenpan No. 63/2003. KepMen PAN 63/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. :

MEMBANGUN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 227



yang ferbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu.
Jadi, PNS berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani, bukan
minta dilayani.

A. Konsep Dasar Pelayanan Prima

1. Definisi Pelayanan Prima

Secara etimologis "pelayan prima" menurut Kamus Bahasa Indonesia
adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang
diperlukan orang fain.

" Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "exceflent service"
yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan/atau pelayanan
yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar
pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan
pelayanan. Pelayanan yang sangat baik atau terbaik akan menjadi prima
apabila dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan).

Keprimaan suatu pelayanan dapat terukur maka instansi pemberi

pelayanan yang belum memiliki standar pelayanan perlu membuat - '

standar pelayanan prima sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara teoretis, definisi pelayanan prima yang diungkapkan oleh para
pelaku bisnis, menurut Atep Adya Barata (2003), adaiah:

.a) Layanan prima adalah membuat pelanggan merasa penting; b}
Layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat;
¢) Layanan prima adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan

pelanggan; d) Layanan prima adalah menempatkan pelanggan sebagai . -

mitra; e) Layanan prima adalah pelayanan optima yang menghasitkan
kepuasan pelanggan; f) Layanan prima adalah kepedulian kepada
pelanggan untuk memberikan rasa puas; g) Layanan prima adalah upaya
layanan terpadu untuk kepuasan pefanggan.'

3)  Atep Adya Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, him,
7.
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2. Tujuandan ManfaatPelayanan Prima-

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat
memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima dalam sektor publik
didasarkan pada aksioma bahwa "pelayanan adalah pemberdayaan".
Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi profit, sedangkan pelayanan
prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat
secara sangat baik atau terbaik.

Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang
mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara.
Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan atau membebani, sehingga akan meningkatkan
kepercayaan (trust) terhadap pemerintah.

Pelayanan prima juga berfungsi memenuhi dan memuaskan
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka:
a. memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik;
b. membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. ‘

Pelayanan prima bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas
pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai
acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Dengan pelayanan
prima, penyedia layanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan
pelayanan akan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat,
dan proses pelayanan yang seharusnya.

Di samping itu, manfaat pelayanan prima adatah:

a. upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada
masyarakat,

b. acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan;

¢ acuan untuk pelayan, pelanggan atau stakeholders dalam kegiatan
pelayanan.
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3. Mutu Pelayanan Prima

Mutu pelayanan prima menurut Sutopo dkk., antara lain:
mendahuhukan kepentingan pelanggan;

pelayanan dengan sepenuh hati;

budaya pelayanan prima;

sikap pelayanan prima;

P o N oW

sentuhan pribadi pelayanan.*

4. Prinsip-prinsip Pelayanan Prima

a. Kebijakan Pemerintah

Kompetensi pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur
pemerintah kepada masyarakat selain dapat dilihat dalam instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1995 tentang Peningkatan Kualitas
Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat dan Keputusan
Menpan Nomor 63 tahun 2003, juga dipertegas dalam Rancangan Undang-
Undang Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik hendaknya
disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi.

Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 menjelaskan prinsip-
prinsip pelayanan prima sebagai berikut.s

1) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan.

2} Kejelasan
{a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;

{b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/
sengketa_ dalam pelaksanaan pelayanan publik;

(©) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

4) Sutopo dan Adi Suryanto, Pelayanan Prima, Jakarta: LAN-RI, 2009, him. 32.

53}  Kepuiusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
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3) Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.

4)  Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. .
5)  Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

6) Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publikatau pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelayanan publik.

7) Kelengkapan saranadan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika).

8) Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah,
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkit, toilet, tempatibadah
dan lain-lain.
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1. PenyusunanStandarPelayanan

Tolok ukur dalam KepMen PAN 63/2003 merupakan ukuran yang
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati
oleh pemberi atau penerima pelayanan.®

2. PenyusunanSOP

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian
kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator teknis, admlmstraSIf dan
prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada
unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen
mengenai hal-hal yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi
pemerintahan untuk mewujudkan good governance. :

3. PengukuranKinerja Pelayanan

Dalam institusi pemerintah penilaian kinerja sangat berguna untuk
menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para
birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong
pemerintah agar lebih memerhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani
dan menuntun perbaikan dalam pelayanan pubiik.

4. Pengelolaan Pengaduan

Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat, pimpinan unit
organisasi penyelenggara pe!ayanan publik harus memerhatikan hal-hal
berikut:

a. menyusun prioritas dalam penyelesaian pengaduan;
menentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan;

b

¢. menetapkan prosedur penyelesaian pengaduan;
d. membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan;
e

memantau dan mengevaluasi penyelesaian pengaduan kepada
* pimpinan;

O melaporkan proses dan hasil pengaduan kepada plmplnan

9) KepMen PAN 63/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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